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A. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah dilalcukan sebanyak empat kali dalam kurun rrzaktu
antara tahun 7999-2002. Selanjutnya dalam empat kali perubahal terhadap uUD 1945
tersebut, untuk perubahan pertama melalui Sidang umum MpR dan untuk perubahan
kedua, ketiga dan keen-rpat, melalui Sidang Tahunan MpR. pada amandemen ketigauuD 1945 sasaran vang keernpat merupakan bentuk perubahan yang diatami olel.r
lembaga kekuasaan yudikatif, atau bisa disebut juga derrgan lembaga kekuasaa.
kehakirnan.

sebelum dilakukannya arllandemen terhad;rp uuD 1945, kekuasaan kel-rakiman
atau fungsi yudikatif (udicial) hait a te'rdiri atas badan-badan pengadilan yang
berpuncak pada Mal-rka,rah Agune. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai
deugan prilrsip 'indepenclent of judicralv' diakui bersifat rnerrcliri dalam arti ticlak
boleh dii.tervensi atau dipepgsl'111-ri oleh cabarrg-caba'g kekuasaan lair-urya, terutanra
pemerintall' Prinsip kemcrdekaau hakim ir-ri selain cliatur dalan-r Unclang-undang
Kekuasaan Kel-ral<irnan, r,aitu pada Ur-rdang-undang Nonror 4g Tahun 2009, juga
tercantutn dalarn penjelasan Pasal 24 uuD 1945 r.ang menegaskarr bah.wa kekuasaan
kehakimalr tidak boleh clipengartrhi oleh ca bang-c,rbJng kekuasaa, lai,. l

Namun, seieiah perubal-ran 1<etiga UUD 1945 disalrkarr, struktur kekuasaa.
kehakiman 1legi]r;r Incotresia't menriapat tambah.rrr satu jenis nrairkamah lain vang
berada di lrtar l!{ahkarnah Agu.g. Mafikarnair baru tersebut memplrryai keduclukanyaug setir-lgkat atau sederajat llensan trj;rjikant;ih ,.\giurs. ,\{a}rkamah lerscbut ardalah
Mal-rkalnal-i Ktllrslittrsi 1';;11o tlert'its;r ir-ii nrakir-r b:r;rt,.rk r-leg:rra va11g r.errrbe.ir:k^lra cli
I tt.tt' l<t'r.tttql'.t,'r i,rltk.ttIt]i Agtt r l{ { -t//)/ ( r}.1 1 1 r11 ; /7.

Darpat .likatak;rr-r ]ndtll-)rlsiil n-:et''-tpakrn ncsirrir l<e-78 yang rnengaclopsi gagasarl
pembentr-ikan N'4iil-rkamah Kor-rstitusi varrq bcrLlili sendiri ini, setelal-r Austria par-la
fahut-t 192t1, italia parla tahnrtlt)47 llan Jerr-nan parla tahun 194g. selain itu jrga, setel:rh
perulrahan teriradap uuD 1945 kekuasaan clalarn Mahkarnah Agung clipisahka. secara
horizor-rtal l&rttt'tl iltLl httrizt;tttttl srp!1riltii)lt ttf Ttttruet') clengan Ma]-rkamah Ko.stitusi.

"iimlyAsshidiqle, "struktur Ketatanegaraan lndonesia setelah perubahan Keempat pada uUD 1945.,,Makalah.
Denpasar: 2003: him.31

67



Penrisalran kekuasaan tersebut dimaksudkan agar terwujudnya check-< nnd bnlmtces

antar lernbaga Kekttasan Kehakiman'1

Dalamhal ini, dapat diketahuibahrva sebelum dilakukannya arnandemen terhadap

UUD 1945, satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk rnenjalarrkan

kekuasaan kel-rakiman har-ryalah Mahkamah Agung. sejak sebelum dilakukannYa

amandernen UUD 1945, Ma1]kan1ah Agung ilremang sudah diberikan kewenangan

untuk menguji Peraturan Perundang-undangan cli bawah Undang-undang' dan hal

tersebut pun dipertegas di dalam Ketetapar-r MPR No. IiI/MPR/2000'3

Dan dalam Ketetapan MPR tersebttt yang memiliki kewenangan untuk rnenguli

secara materiil Urrdang-Unclang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR'

setelah dilakukarrnya Amandemen uuD tepatrrya pada amandemen ketiga ketika

dibentuknya satu lagi lembaga yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman

yaitu Mal-rkamah Konstitusi, Mahkamah Agung rnasih mempunyai wewenang untuk

rnelakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-

undang. selanjutnya MPR tidak lagi mempunyai keweuangan untuk rnelakukan

uji materiil undang-undang terhaclap Undang-Undang Dasar karena kelt'enangan

tersebut diberikan oleh Mahkamal-r Konstitusi'

Kemudian Mahkarnah Konstitusi sendiri secala resmi rnasuk di dalam sistem

ketatanegaraan lndonesia sebagai lembaga yang lnemPunyai kekuasaan kehakiman

yang ber:ada di bagian badan yudikatif adalah pada tahun 2001 ketika dilakukar-rnya

amandernen UUD 1945 Yang ketiga'

walaupun VIal]kamal-r Kor1stitusi terbilang lernbaga yarrg baru ad:r seielah adanya

Amandernen UUD 1945, tetapi lembaga tersebut lnempunvai kewenangan vang cukup

banyak. Diantara kewenanganvang diberikankepada Mahkamah Konstitusi antara lain

pengujian Undang-untlar-rg terhadap Undang-Undang Dasar, selanjutr-rya rlengaclili

ser-rgketer k"*"rrurrgan atrtar lembaga Negara yang ke'uvenanganllYa cliberikan oleh

Undang-Undang Dasar.

D;rri latar belakang di atzrs jelas bahwa lernbaga kekuasaatr kehakiman c1i Indonesiar

rnendapatkan per]g.rruh 1,ang cr-rkup signiiikan atas clilakr-rkannva Atlraudernen

UUD 1945. Adapun pcllgaruh tersebut terkait dengan sernal''in Lrerkembangnya

Lembaga Kekuasaan Keharkirnan baik dari segi struktr-rral lTralltpl-ln fulrssionalnv:t

clalarn sistem kr.[aLanegala;rn hrclonesia. Salah satut-t\za v;riir-r dibetitltktrt'i: Mahk;rtnah'

Konstitusi sebagai bargiirn ciari Kekuasiran Kehakiman, Vang sebelumlrYal memilng

hanya Mahkamah Aguug saja. oleh karena itri, fokus kajian c1alam tulisar' inj ar-ialirl-r

bagairnana dinamika kekuasaan kehakiman setelal-r dilakr-rkannva Atnart'rclcrnelr 1'Ul)

1945 clari bagaimarra kektrasaan kehakiman vang ideal tintuk lr,dot-iesi;'t ke clepan'

2

-?

tbid.

lbid. hlm.32
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B. Kekuasaan Kehakiman daram Konstitusi Indonesia

Kekuasaan keh:rkirnan merupakan pilar kc.tiga dalarn sistem kekuasaan negara
tnodern' Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini acapkali ciisebut
cabar-ig kekuasaan "yudikatif ", dariistilah Belanda "judicat.ief". Dalam bahasa Inggris,
cli sarnpirrg istilah legislntiue, exeaftiue, tidak dikenat istilah judicatiae, sehingga untuk
pengertian yang sama biasanya dipakai istllah jtrdicial, jttdician;, ataupun judicnttrre.a

Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga
bagian, vaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman
merupaka, cabang kekuasaan yang tergoro,g daram cabang kekuasaan vucrikatif.
Selain itu adanva kekuasaan kehakiman vang terpisah dari kekuasaau lain, dengan
kata lain memiliki independensi dalarn menjalankan fungsinya merupakan salah satu
ciri sebuaf i negara hukum.

Sesuai dengan UUD I945 setelah amandemen, Fasal 1 ayat (3) clisebutkan bahwa
"Negara Indonesia adalah negara hukurn". Pasal tersebut rnenegaskar-r bahwasanya
Indonesia merltpakan llegara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa
prinsip diantaranya memiliki prinsip peraclilan yang bebas clan ticlak memihak serta
lepas dari pengarr-rh kekuasaan lain. Di h-rdonesia, Struktur Kekuasaan Kehakiman
cliatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakjrnal. pada
Pasal 24 avat 1 dijelaskan bahrrra "Kekuasaan Kehakiman merLlpakar-r kekuasaan yang
tlrerclelca untuk menyeleuggararkan peradilan gllna menegakkar-r 1-rukum dal keadi1an,,.
isi clari Pasal tersebut seialan clengan prinsip negara Indonesia sebagai negara l1ukum
yang saiah satu ciri clari negara l-rukum adalah adanl.a penyelenggaraan peradilan
vang tnandiri dan r-t-rerdeka datlarn rangka oenegakan hukurn dan keadilal.

Selaniutnl'a rnasiir dalatn Bab IX UUD 1945 tentar-rg Kekuasaan Kehakiman, pasal
24 ayal (2) disel-.'utkan "Kekuasaan Kehal<irnan clilakukan oleh sebuah l\,{ahkarnah
Agur-rg d;rn badan peraciilan vang ber;rda cli bar,r,ahnya dalam lirrgkungan peradilan
umum, iingkungan per:adilan agama, Iingkungan peradilan rniliter, lingkungan
rieradilan tata usaha tteg;lra, dan oleh selruah Mahkamah Konstitusi". Irada persal
iersebut clijelaski'ur terlt.rng struktur kelernb;rg;1an daiarn ralah Kekuasaan Kehakir,a,
di Irrdonesia. Apa]bila tliccrrnaii isi Pars;r1 tersebut dapat ciirup-rusk,. bahrva Str.uktur
Kekuasa'ru Keh.rl<iru.in itrdiri at;rs I(eknifsaarl Kehakiman tertir-rggi c-lan Kekuasaar-r
Keirakinrall vt1lls lebiir r:cnclah. \'ang tcrmasuk pada kekuasaan kei-rakirnan tertinggi
1'"-:ilu l'4'ihkamah Asuns clan Ntahkamah Konstitusi. Sedarrgkan unt,:k kekuasaan
keh:lkirlrarr vallg lebih relrdah r.'aitr-r lingkurrgan peladilan Llmum, per-.rdiiap asar-na,
i.ci-;tdil;ti-r tata rrsaiia *e:iar.1, cla. per.aclila* rniliter.

JimiyAsshrddiaie, Pengontcir limu !1ukum Tato Negaro, (Jakarta: Rajav;ali press,2010), hlm.310.
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C. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD
1945

Susunarr kekuasaan rlegara setelah dilakukarrnya amatrdemen UUD 1945

menarnpilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyalt'aratan Rakyat

berubah kecludukannya dari lembaga tertinggi negara meniadi lernbaga ioint sessiott

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan

Rakvat dipertegas fungsi legislasi rnaupun fur-rgsi pengawasannya. Kemudian, selain

aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditarmbah, juga memunculkan lernbaga-

lembaga baru, terutama dalam ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi

Yudisial.j

Masa setelah amandemen UUD 1945 dimulai dari tahun 2002,lnalini dikarenakan

tahun 2002 merupakan tahun terakhir dilakukannya amandemen terhadap UUD

7945.6 Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan det-rgan adanya perubahan UUD

1945. Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang sallgat fuudzrmental dan sebageri

bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.T Terkait

clengan perlindungan terhadap kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman,

UUD 1945 setelah arnandemen rnencanturnkan dengan jelas ketentuan tersebut.

Adapun ketentuan dimaksud terdapat pada Pasal24 ayat (1), yang isinya:

"Kekuasaan Keharkin-ran rneruparkan kekuastran )/al1g tnet'rleka utrtuk

menvelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum clan keadilan."

Sifert merdekanya Kekuasaan Kehakiman yang terclapat pa-rda keientuatt Pasal

tersebut c1i atas menjadi hal yang sangat positif r1alam rat-rgka rnenjalankan fungsi

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan tujuannya. Keteutuan terscbut menjadikan

adanya jaminan konstitusional untuk rnengadakan Keklrasaat-l Kehakirntrll \-Jrrg

mercleka. Merdeka dalam arti bahrva Mahkarnah Agung dan Mahkamalr Konstitusi

sebagai lembaga peiaku Kekuasaan Keharkiman sebagain-rana ciittYartakan tlalam Pasal

21avat (2) dalam menjalankan fungsinva terlepas dari per-rgaruh pemegang kekuasaan

yatrg lair-r clan mandjri dalarn arti berkuasa untuk mengatur Ltrl-rsan rumah tantganya

senciiri.

i{a1 irri rnerupatkan konsekuensi clari pemisahan keklia saan Negala vang lertu;rtrg

cl;ilam UUD 1945. FIal ier-sebut s;rngz'rt berbeda iler-igan keictrtu;tt-t UUil 19:15 scberir-rn-r

amanclemen yang hanva memasukkan keietrtuatr tr:rsebut di claia:l"tr I'el'rjci;'rsaI',

5 Baca, misalrrya Udiyo Basuki, "Struktur Ketatanegaraan: Anaiisis Yuridis atas Dinar.nika Lenrbaga'ienrbaga

Negara Pasca Arnandemen UUD 1945" dalam .lurnal ln Rigl.ttYc'l.1, flo. 1, Novetnber 2011, him 85i12-

6 Udiyo Basuki, "Dinamika l(onstiiusi lndonesia (Refleksi Yuridis aias Proses cian Fiasil Aniandemen UIJD 1945)"

dalam Lurnal Sosio-Religia rJol. 1, No.4, Agustus 2002, hlrn. 36 dan UCiyo tsasuki, "Qr:o Vadis UUD 1945:

Refleksi 6TTahun lndonesia Ber'konshtusi" dalam Jurnal Supremasi liukum Vol. 1, No. 1, Juni 2012, him. 17-

18,

7 Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan l(ehakiman Setelah Perubahan UUD 1945"

dalam Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hlm. 565.
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UUD 1945 yang rnenjadikan lemahr-rya jaminan konstitusional untuk mengaclakan
Kekuasaan Kehakiman valtg tnerdeka dan bebas clari intervensi lembaga lain. Terkait
dengan Kekuasaan Kehakin-ran yan5J rnerdeka, dalam pandangan Bagir Malarr ada
beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:8

7' Sebagai bagian dari pernisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan
penyelenggara llegara, Kekuasaan Kehakiman ciiperlukarr untuk menjarnin dan
melindungi kebebasan individu.

2' Kekuasaan Kehakiman vang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara
pemerir-rtahan bertindak sewenallg-wenang dan menindas.

3' Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dipeliukan untuk menilai keabsahan suatu
peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan clan
ditegakkan dengan baik.

Lernbaga pelaksar-ra Kekuasaan Kehakirnan di dalam ketentuan UUD 1945 setelah
arnandemen terdapat dalarn pasal 24 ayat (2), yartgisinya:

"Kekuasaan Kel-ralkiman diiakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peraclilan yang berada di bar,vahnya dalam lingkur-rgan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peraclilan mrliter, lingkungan peradilan tata usaha
r-regara, dan oleh sebuah Mahkarnah Konstitusi.,,

Ketentuan pada Pasal di atas menjadi ketentuan yang membah struktnr lernbaga
Kel<uasaau Kehakiman yallg cukup rnendasal. Pacla ketentuan yang terkait clenga.
lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman yailg terclapat dalam UUD 1945 sebelum
amandernen hanYa menyebutkar-r Mahkamah Agung sebagai satu-satunva lembaga
pemegans Kekttasaan Kel-rakimar-r. Hal telsebut beibeda dengar.r isi ketentuan UUD
1945 seteiah perubahan vartg terkait derrgan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sesuai
dengan isi ketentr-ran Pasal 24 ayat (2) seperti clisebutkan di artas, rnenvatakan bahl,va
pelaku Kekuasaan Kehakitnan tidak lagi h;rr-r-var tlipegang oleh Mt-rhkarnah Agung
melainkan juga oleh lernbaga baru bernama ]v{ahkarnair Konstitusi.

Pacla mulanya lxelrang ticlak dil<enal arclany.i Mal-rkamah Konstitusi. Bal-rkan,
l<eberadaan gagasan Mal-rkamalr Konstitusi itu sencliri cli dunia memang c-lapat
dikaLakatr r:elaiif tnarsih baru. Olel-r karena itu, p.;ada ta}rtrn 1945 ketika UUD 1945
ciirtitnnskall, ga[lasal-l M;rhkamair i(ol-rstitusr irri lielr-rr-n nrnncn]. Na'ru* di kaiarrrra*
llegaI'a-negara cleurokrasi baru, territ;rma cli lingkun(gan negar€-)-negar.i vans n-lensalaili
perul''ahar-r dari otoritarriau menjadi rlen-iokrasi prad;l perempat terakl-rir abacl ke 2{-1, iclc
pcrnben tu kan I,1;-rhkainah Konsti tr-rsi ini mcnj a di sar..gat p opuler.e

Dalanl pembahasan iui, Koinisr Yutlisial tlclak akan ik't dir-rrajka., kartra
r'l'aiaupttt-r ket-ltetrtuau tnengenai Komisi Yudisial terdapat daiarn Bab Kekuas;1a1r

Bagir Manan, Kekuasaon Kehakiman Republik lndonesio, (Bandung: LppM Universitas lslam Bandung, 1995),
hlm, 45.

Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme lnclonesia, (Jal<arta:sinar Grafika,2010), hlm. 191.
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Kehakiman, namun Komisi Yudisial tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku

Kekuasaan Kehakiman karena Kornisi Yudisial tidak tnelakukan fungsi peradilar-r'

Hal ini dapat clilihat di dalam ketentuan pada UU Nomor 48 Tal-run 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal l ayat (2), (3), dan (4), vang isinya: (2)' Mahkamah Agung

adalah pelaku kekuasaan kehakirnan sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3). Mahkarnah Konstitusi adalah

pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 7945. (4). Komisi Yudisial adalah lembaga l-Iegara

sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

l-airun L945.

pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk Komisi Yudisial tidak disebutkan

sebagaipelakuKekuasaanKehakirnansepertihalnyaMahkamahAgungdanMahkarnah
Kor-rstitusi yang secara lelas disebutkan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman'

Terkait dengan posisi Komisi Yudisial di dalarn Struktur Ketatanegalaan

Inclonesia setelah dilakukamrya perubahan UUD 7945, menurut Jirnly' kedudukan

Komisi Yudisial ini dapat clikatakan sangat penting. secara struktural kedudukannya

diposisikan seclerajat dengan Mahkarnah Agung dan Mahkamah Konstitusi' Namun

clemikian, perlu dicatat bahrt'a ineskipun secara struktural kedudukannya sederajat

dengan Mahkamah Agung dan N'{ahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional

peral-rannva bersifat penur-rjang terhardap lernbaga Kekuasaan Kehakiman' Komisj

Yudisial mesi<ipuu fungsinya terkait dengau Kekuasaan Kehakin"ran' tetapi tidak

menjalankan fungsi Kckuasaan Kehakjman'10

1. Mahkamah Agung

Perubahan ur-rdang-Uncli,I1g Daszir 1945 telah firel.ubah pula sustlnan dan

kewenangan yang dimiliki o1el'r Mai'rkatnah Agung sebelun-urva. salah satunya adalah

bahr,va Mahkamal'r Agung titlak lagi sebagai sattt-satunva pemegang Kekuasaan

Kehakrman. I'etapi Ivlahkamal-r Agr-rng rnenjadi s.rlah s;rln pelaku Kekuasaan

Kehakin-rarr-r. Di dalarn UUD 1!)45 setel.rh irmiurtlcmen ilrcnlrrlrg telah ditentr-rkalr bairrvar

Mahkat,al-r Agulg clan bad.tr., pcratlilat', c1i balvaJ-mr';r aclalah lingkungan peradilan

ulllun-i, lirrgkur-rgan peradrlatl agania, 
'lingkr,rngarr reradilal-r milite-r, lingktlngan

peraclilan tata usal-ra i-regar;-i arialal-r peiaku Keknasaan Kel-rakit-nan ya]ls meldeka, di

samnit-t g Mahkan-ra1-r l(onsti tr'rs i'

Posisi N,{ahk;rtlr:rh Agr-rtrt sebagirr Peiakir Kekua";tat-r Kehakin-ran dau ticlak lagi

sebagari satu-satunv;r pclarku Kr:ku..,si'r;in Kt'h;'il..ir-nan ditegaskanpttla'r di d'r1i.)rn keteutuan

unclarrg-ur-irlatrg Noinor il8 -fahr-rn 2ilt)9 var-ig tnerrtpak;in Pcilsganti Undang-undarng

Non-.or 4 Tal,iu. 2004 tentang Kekuasaar-L Keirakirnan. Selain itu, tertlapat pula dalam

keter.t*an Undapg-u1da1g Nomcx 5 Tahun 2004 rrang telah tlirr-rbah dengan Undang-

10 Jinrly Asshidiqie,

2010), hlm. 159.

Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga NeEara Posca Re|ormosi, (Jakarta: Sinar Grafika,
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ulidang Nomor 3 Tahur-r 2009 tentang Mahkarnah Agung. Ketentuan dalam Uldang-
ur.idang Nornor 4 Tahun 2004 terclapat dalam Pasal 2 dan pasal 10, yang isinya:

(2)' Perryelellggaraan kekuasaan kehakiman sebagairnana clirnaksud dalam pasal 1
diiakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bar'r'ahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkur-rgan peradilan tata usaha negara, dan
oleh seLruah Mahkamah Korrstitusi.

(10)' Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dar-r bada.
peradilan yang berada di bart'ahnya, clan oleh sebuah Mahkamah Ko^stitusi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terdapat clalam pasal 7 ayat(2) da.
(3) dan Pasal 18, yang isinya:

Pasal 1

2' Mahkarnah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagairnana dirnaksud
dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Inclonesia Tahun 1945.

3' Mahkamah Konstitusi aclalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagarirnana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indopesia Tahun
1945.

Pasal 18

Kekuasaan kehakimar-r dilal<ukan oleh sebuah M;rhkamah Agur-rg clar-r Lrarr-1a,-'
peraclilan yang berada di bar'r'ahnya dalam lingkungan perarlilan urnurr-r, lilgkr-rrrga.
peradilan aga1l1a, lingkungan peradilan militer, lingkungan peraclilan tata usaha
rlegara, dan oieh sebuait Mal-rkamah Koirstitusi.

Dalam Pasal 1 ur-rclang-unciang N,*or 5 Tar-run 2004 isi.ya:
"Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan ke}-rakiman sebagailrlana

dimaksud claianr Undang-unclang L)asar Negara Republik Inclonesia Tahun 194s.,,
Sedangkan pada Undang-unclang Nornor 3 Tahun ?009, keter-rtuan tclsebnl sam;r

dengan isi pada Undatrg-unciar-rg Nornor 5 T;ihur-r 200i1. II;:l tersebut ciikar.eraka,
Ulldalng-undang Nomor 3 Talrun 2009 rnerupakan per-ubair:rn keclu;r iitas Unriarrg-
ur-iclang Nornor 1'1 Tal]un 1985 setelai-,. sebelunrrvr. Cr.l,,,r-Lu-r-rr-tclang Non-ror. 5 l-aiiun
2004 n-rr-rncul sebagai perubahatr Deltama aters lJndang-ur.,c1ang Nornor l:l l-airr-r, 19g5
telsebut.

Kctentlran-ketentuan telsebut cli atas sebagai pelregasan ;rtas isi tinri.rng- Lndarlg
Dasar 1945 setelah ciilakukaulrya penrbahan, vaitu p,:rr-,1 2.1 ;ryat (2) r.ii** isir.rl-a
rnenvcbutl<atl bahu'a pelaku Kel<uasaan Keht'rkirnan suciah iidak lai;i cirpeg;u-rg oltii
Mahkamal] Agur-rg dan baclat-r peraclilan cii ba,,r,a1-rnva, nrelirinkari juqa olch scb*air
Mahkamal-r Konstitusi.

uuD 1945 setelah ama.demerr iuga me.gatur iu,gsi tl;:. kcr,,",er,eri-rsan rn;ising-
masins lembaga pelaksana Kekuasaan Keh;rkiman yaitu Nlahkapral-i Agr:.g cla.
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Mahkarnah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang memuat fungsi dan

kewenangar-r Mahkarnah Agung sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakimatr di

dalarn UUD 1945 setelah per:ubahan adalah:

Pasal 24 A ayat (1) yang isinYa:

Mal-rkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguii peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

melnpunyai w,ewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut di atas mengandung beberapa kewenangan yang dirniliki oleh

Mahkamah Agung, yaitu kewenallgan untuk pengujian produk peraturan perundang-

undangan di bart,ah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Val1g

lain yang terdapat daiam ketentuan tersebut di atas adalah mengadili pada tingkat

kasasi.

Namun ticlak hanya dua kewenangan tersebut yang dimiliki oleh Mahkamah

Agung, melainkan masih ada kewenangan lain yang diakui oleh konstitusi dan diatur

atau cliberikar.r oleh undang-undang. Ketentuau yang terdapat daiam UUD 1945 vang

tersebut di atas ciipertegas dengan beberarpa Undang-Undang Organik, baik UU

tentang Kekuasaan Kehakirnan taupun UU tentang Mahkamah Agung juga mengatur

kewenangan clari Mahkamah Agung yang merupakan turunan dari ketentuan dalam

UUD L945 Pasarl 24 A arvat (1) tersebut. Beberapa kewenangan tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Merneriksa clan rnemutus permohonan kasasi, ser-rgketa tentang kew'enangan

rncngadiii, rlan permohonan peninjauan kembali ptrtusan pengadilan yang

telah t"nempercileh kekuatau hukutn tetap.11

Z) Mernutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding

5)

atau tingkat tera-rkirir dari semua lingkurrgan peradi1au.12

Per-rguit peratttratr perundang-uudalrgatr di bawah undang-utrdang ierhadap

undang-u-t-tdang.13

N4et-rvatt;tl<;rrr ticlnk salh p-rslnluran perut.tderng-undarrgat"r di batr.valh ut-ldarng-

undan;1 atas alasan bcrtentangan clengan peratttran perundang-unclangan yang

lebi1 tii-lggi aiau pembentukar-Lnyil tidak rlemer-:,Lhi ketentuall \/ang ber"laku

p.,rtl;s.r:r pengat-irian vang iclai-r tlemper"oleh kekuatalr irukttin tetap.'r

N,Ia l-, k;irtr.-il-L Agung mcl akukan pengawa-(an tertinggi terh;rclap pgnlrglslooaraall

pelar-lilan pacla semria bacian pelatlilan 1,atrg berada r-1i b;rrva1-rn,va dalam

m e n\'l': I en g gat-.r}< atr kckuas aarn l<eh a kim alr' r'

6) Malk.rr-r-rah Aeung rnelirkukau pelrgtr\,vasan iertinggi terhardap pelakszrnaatr

ll Lihat Pasal 28 ayat (1) uU l"lo 14Tahun 1985 tentang lv4ahkamah Agung

12 Lihat Pasal 29 ayat (1) UU \lo. 14 Tahur.r 1985 tentang Mahkamah Agung

1j Lihat Pasal 31 ayat (1) UU itJo. 5 Tahun 2004 teniang Mahkamah Agung

l:l Lihat Pasal 31 ayat (2) UU ltlo. 5 Tahun 2004 teniang Mahkamah Agung

l5 Lihat Pasal 32 ayat (1) UU Nr: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

3)

4)
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tugas adrninistrasi dan keuangan.i6

7) Mahkamah Agung berr,r,enang untuk meminta keterangan ter-rtang hal-hal
yang bersangkutan dengarr teknis peradilan dari sernua badan peradilan yang
berada di bau,ahnya.17

8) Mahkamah Agung berweuang memberi petunjuk, teguran, atau peringatal
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada cli ba.w,ahr-rya.

9) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua
kewenangan mengadili:

sengketa tentang

a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu pengadilan di
lingkungan peradilar-r yarrg lain.

b. Antara dua pengadilan yang ada daiam daerah hukurn pengadilan tingkat
barrdi,g yang berkaitan dari li^gku.ga, peradilan yang sama.

c. Antara dua pengadilan tingkat bandirrg di lir-rgkungan peradilan yang
salna atau antara lingkur-rgan peradilan yang beriainan.rE

10) Memeriksa dan memuttts permohonan kasasi pada tingkat pertarna clan
terakhir atas putusan pengadilan yang telah rnernperoleh kekuatan hukun-r
tetap berdasarkan alasatr-alasan vang diatur dalam Bab IV Bagiar-r Keempat
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mal-rkamah Agui-rg.re

11) Memberikan pertirnbangarn hr-rkurn kepacia Presicien dalarn perrnohonan grasi
clan rehabilitasi.2L)

12) Melakr:keln ;renga\ /asan atas prenast-,hat hukum dan notaris bersama-sama
Presic1cn.21

13) lViemberikan prertimbangan-pertinrbangarrr clalarn biclerng hnkurn, baik ciir:-rinta
maupun tidak kepada Len-rbag;i I'inggi Negara vang jain.22

2. Mahkarnahl(onstitusi

Mahkamalr Konstitusi rl erltp;tkai'r. -calah sartu lernbaga negara ycrng terbentuk
setelal-r dilal<r-rkalrrlva anraltdeircit ULiD 1c)45. J-embi:g;r iil ttrr:r;rsLrl< ke claleln salah
satu lembaga pada badan Kekuasaan i(cliakimar-i selain lv{arhkairrair Agur-rg dan badap
peraLlilan Iain rli bau'irl-it-t','a. F{al ter,.i'l,rrt tr,rtiJp.rt tlai.rnr keteniurr* Ir..lsal 21 

^vat 
(2'}

UUI) 1945. r.rrrq i:irrr,r:

t6 Lihat Pasal32 ayat (2) uU No 3 Tahu. 2009 teniang r\4ahkamah Aguirg
11 Lihat Pasai 32 ayat (3) UU No.3 r'ahun 2cc9 tcntang i',4ahkamah Agu.g
l8 Lihat Pasal 33 ayat (1) uu No 14 l-ahun 1985 tentang Mahkamah Agur-rg
19 Lihat Pasal 34 UU No. 14 Tahun 1985 tentar:g ivlal_.kai.nah Agung
20 Lihat Pasal 35 UU Nc. 5 Tahun 2004 tentang A,4ahkanrah Agung
2l Lihat Pasal 36 UU No. 14 Tahun 19g5 tentang Mahkamah Agung
22 Lihat Pasal3T UU trJo. 14 Taliun 19g5 tentang Mahkar,nah Agung
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Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bar,l,ahnya dalam lir-rgkur-rgan peradilall urnum, lingkungan

peradilan agama, lingkutrgan peradilan tniliter, lir-rgkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'

Ketentuan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman

juga ditegaskan dalan-r Undang-unclang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubal-ran atas

undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 1

angka (1) dan Pasal2. selain itu juga ditegaskan pula dengan undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka (3) dan pada Pasal

18.

sehingga menjadi dasar hukum yang jelas bahwasannya Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu pelaku Kekuasaar-r Kehakiman seiain Mahkamah Agung dan

peradilan di bawahnya. Kedudukan Mahkamal-r Konstitusi sebagairnana ditegaskan

dulum beberapa ketentuan peraturan perundang-ttndangan di atas, merupakan salah

satu lembaga negala Vang tnelakukan Kekuaseran Kel-rakiman yang merdeka untuk

rnenyelenggarakan peradilan guna nlenegakkan hukum dan keadilan.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terika'rt pada prinsip umum penyelenggaraan

Kekuasaan Kehakimalt yang mercleka, bebas clari per-rgaruh kekuasaan lembaga

lain dala rnenegakkan hukurn dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk

menjamin agar konstitusi sebagai huktrm tertingei dapat ditegakkan sebagaimana

mesti.ya. Oleh karena itu, Mal-rkamah Konstitusi l:iasa iuga disebttt dengan sebutan fhe

gL.rnrtliart oJ tlrc constitutiotr seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada N{ahkamah

Ag.,r-,g Amerika serikat. Tetapi, di Ameriaka serikat justru Mahkamah Agung yang

disebut sebagai tlte gtrLtrdinn of tlrc constitr.rtion, karena di Anrerik.a Serikat tidak dikenal

aclanya Mahkarnah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitr-rsi dalam arti vang lazirn

cliker-ral dalam sistern Eropa Kontinental yar^ig mengal.Ltt tradisi cittil lnt'o seperti

Austria, Jerman clan Italia teritrtegrarsikan l<c cialam kewenangan Mahkamah Agung

Arnerika serikat, sehingga Mahkamah Agunglah yang clisebut sebagai tlrc ynrdintr of

tlrc constittttion.)j

pada hakekatnva, ada fuirgsi utzrrna vang tlit-triliki oleh Mahkarnali Kolrstitusi selairr

varrg disebutkar^r di atas sebagai perrgar,rral kr:t-tstitusi (tlrc gtLttrclimt o.f the corrstittttiotr),

furrgsi trta*ra y;rng iair-r aclal.rh scbagai pen;rfsir tertir-iggi koustitusi (tlrc sola ititct'pratn'

,,f constittLtlop). Barhi<an clapat jr-rga clikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

pe;rgar,t,a1 proses dernokratisasi datr sebagiri lembaga pelindung hak Asasi v{anusia

(tltt: Ttrotcct6r tt_f lttrntntt right)11Deng.in fungsi ciatr ]<elvetlalrgal-I varlg dimiliki te|sebilt,

l<eberadaa, fuIahkan-rah Konstitnsi menriliki arti pentiirg dan perauan statt'gis dalarl-i

jimly Asshidiqie, Perkembangan don Konsolidosi Lembaga Negara Pasca Reformosr, (Jakarta: sinar Grafika'

2010), hlm 131.

lbid. hlm,131-L3)

23

1+
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pL'l'kembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan
yang dibuat per-ryelenggara negara dapat diukur dalarn hal konstitusionai atau tidak
oleh Mahkarnah Korrstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly, seperti clikutip Titik Triwulal
Tutik, adanya Mahkan-rah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat
dikor-rstruksikan sebagai:2s

a' Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi mer-regakkan keadilal
konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

b' Mahkamah Konstitusi bertugas menclorong darr mer-rjamir-r agar konstitusi
dihornrati dan dilal<sanakan oleh semua komponen negara secara konsisten
dan bertarrggung j awab.

c' Di tengah kelemahan sistem konstitusional yang ada, Mahkamah Konstitusi
berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai
keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam menialaukan fungsinya sebagai pengawal konstitr,rsi, Mairkan-rah
memPtrnyai keweuallgan vang terdapat dalam ketentuan Pasal 24 C avat (1) dan ayat
(2) UUD 1945, herisi:

i) Mahkarmah Konstitusi berw'enang mengadili pada tingkat pertama dar-r ter:akhir
yaug putustllxlya bersifert fitral ur-rtuk menguji undang-undapg terhlciap
Urrdang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa ke.ivenangan lembaga negara
yang kewenallganlrY;r diberikan oleir Unclang-Undang Dasar 1945, rnemutus
pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
ulltltm.

2) Mairkanrair Kcxrstitr:si rt'ajib rnernberikan putusan atas pendapat Delvar1
Irerlvakilan Rakl'211 mengeuai dugaan pelanggarar-r oleh presiclen dan atau
Wakil Presiclen menurut Unclang_Untlarrg Dasar.

Selain ierdapat pacla keientuarr ULID 1945 ali atas, ciitegaskan pula pacla Uldang-
t-tr",-ilang Norlior 4.9 'I';rhun ?0[i9 tentang Ke]<uasaan Kehakiman, vaitu pacla pasal 29
a)'at (1) clatr avat (2). Ditegask.tn puia d;rlam Unc1arns-undar-rg Nornor 8 l'ahu1 2011
terrtarlg I'elub.:iiarl :'tt;;s Ulid.tttg-ur-.ilar"rs Non..or 24 Tahul 2003 te,t.rng N{a6karner}-r
Kr rt::titrr:i.

Ketr:trtltatr pasai-pasir] tct"relrrit ili atas meluparkan tug;rs dan keu,enernglrp yarng
clilniliki oleh N{a}rkatnah Kottstitr-tsi lndoncsia. Keu,enangan vang terdapat dalant
keLentt-talr tel'sebitt l-'is.; rlil<atal<ari iertlapart linra kervenangalr, ataLr sering juga clisebut
n'ier:riliki empat kerr'ettatr.qatr rlatr clilarnbarir satr-r ker,varjiban. Apabilar cliurail<ar-r akirn

l5 Titik Triwulan Tutil<. Kcnstruksi Hukunt Tota Negaro lndonesia pasca Amandemen IJUD 1945, ()akarta:
Kencana. 20iO,), hlm. 221.
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terlihat tugas dan kewenangan yang dimiliki olel-r Mahkamah Konstitusi. Adapun

tugas dan ken,enangat-rnya menurut ketentuatt tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Menguji Undang-ur-rdang terhadap Ur1dang-Undang Dasar 1945.

Mernutus sengketa kewenar-rgan lembaga Negara yang kewenanganltya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945'

Memutus pembubararr Partai Politik.

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengadili Presidet-r dan atau Wakil Presiden'

Berclasarkanketentuantersebut, maka setiap putusanyang dikeluarkanMahkamah

Konstitusi yang terkait dengan pemberian keputusan terhadap empat kewenangan

yar-rg dirniliki oleh Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut belsifat final. Hal tersebut

merniliki makna bahwa dalam hal pelaksanaan ker,t'enangan ini tidak ada mekanisme

bancling atau kasasi terhadap putusan yang dibuat oleh Mahkarnah Konstitusi untuk

perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.26

D. Kekuasaan Kehakiman yang Ideal untuk Indonesia

Amandeinen UUD 1945 telah merubah tatanan kehidupan ketatanegaraan

cli Inclolesia, baik dali struktur ketatanegaraannya mauPull c1ar"i segi sistetl

ketatanegaraannya. Tiga poros kekuasaan yang dipertegars seteiarh Atnandemen t'aitu

kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif, meniacli sasaratr perubahan.

Kekuasaal Kehakiman bisa dibilang menjadi salah satu kekuasaan yang rnengalami

perubahan yar-rg cukup ruerrdasar akibat dilakukar-rnya zrurandet-nel-l kolrstitrrsi.

Pertib;rhau tersebut mencakup struktur kelen-rl.aga:rn dau iuga kt'rvenangan

yang climiliki setiap lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman. Perubahatr dari

struktur kelernbagaan cliantaranya pembentltkan Mahk;rmah Konstitusi sebagai

lembaga Kekuasaan Kehakiman, yang sebelun-inya hatrva dipegang oleh Mahkatnah

Agung sebagai iembaga tunggal puncak Kekuasaan Kchakirnan. St:ciangkan ilari

segi ker,r,enat-lg;tlr yang tlir-niliki diantaranva tliberikannYa beberap;r 1<elvelri:llrg;rlr

'ang 
sebelumnva ticlak climiliki oleh Kekr-lasrlcut Kchnkir-nan, contohnvi-r i'erlsrtjlar-r

konstitr-t sionalitas Lindarr g-uudaug.

Penbah;rn-perub;:irar-L V;:trg dilakukatr pacia I{ek-i.1.1siI31-t Kcl-,akiInlu-} 111c11'1.ill!l

bcrtl]r,ia1 6ntr.rk menci esain sebr-rah Kckrdasaan Kehakinran vallg lrlt.rl r.intrik 1lrt1i--nesia

cialar' rar-rgka pcnegakern hrikurl dan ke;r.hian bagi rakl'at ludouesi;-t. Nlenltrr-tt TaJrir

Azhary, seperti dikLitip oleir Acl-irr-rad Ftii Sul.it':trto,-- itrelrgatak.rtr birhtr';i Kcl<uas'aatr

26 lbid. h|m.724.

2j Achmad Edi Subiyanto,"Mendesain Kewenangan l(ekuasaan Kehakin.'arr Setelah Perubahatr UUD 1945",

)urnai Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 20L2, hlm 66] '
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Kehakirnanadalahkekuasaa,negarava.gmerdekauntr-rkrnenyelenggaraka.peradila,
gu,la lnellegakka. hukurn dan keaclila. berdasarka, pa.casira danl^da^g-undar-rgDasar 1945 derni terselenggaranva Neg;ara Hukum Republik Inclo,esia. serri.gga clidalarn negal'a yang berdasarkan atas hukum vang melcita_citakal adallra pelegaka^hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah diperlukan adanya KekuasaanKehakirnan yarlg kewena,gannya dapar ,n"rilar,-'in ,".-"1"a*^?""lrruan hukumdan keadilan bagi warga negaranya.

Tidak dapat dipungkiri bahn'a Lembaga Kekuasaarr Kehakirna. seterahatnandernen uuD 1945 jauh lebih baik daripada keadaan sebertimr-rya. Hal tersebutclapat dilihat dari segi struktur kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki lembagaini' Konkretnya' clari segi struktur kelembagaan yang terjadi yaitu aclanva lembagaMahkamah Konstitusi sebagai pelaku K"krur;;;i<'"i"trrr^n selai. Marrkarnah Agung.sebelum,va pelaku Kekuasaan Kehakiman hanva dilakukan Mahkamah Agung dar.rbada. peradila, di bawah^ya sehingga kewenangan vang dimiliki terbatas.selai^ itu dilak.rka.uya uPaya untuk rnewujudka, inclependensi KekuasaanKehakiman yang lebih rnurti, yrit, denga^ ada.ya kebijakan satu atap lembagaperadilan di baw'arr Marrkamah Agung. s"alr-,gtr. iu., ."r, kewer-ranga. ada beberapakewenangal-I yang diberikan k"pul, lernbaga K"kru.rur-, Kehakirnan yallg sebelurnnyakewe,angan tersebut tidak u.iu. K"*"nangan u,tuk menguji pr:ocluk LIr_.,dor_rg_rndangterh;rdap uuD 1945' clahulu l-ianya dike^al-pe,rgujiar^ peraturan peruncra^g-undanga,c1i bawah undang-undang terhadap_U,rdu,-rg-rrr-rd*-rg'Har tersebut menjac-{i kemajuanyan5; perlu diakui ketika produk Un,lang-undang irprt dilakuka. pengujian olehlembaga Iain untuk dinilai kor-rstitusionalitasnva.
Narnun' terlepas darrl sekian banl'3p kernajuan vang clidapat dari l-iasil reforrnasilernbaga I{clcuasaan Ke}rakirla, sebagai clarnpak or-,rur.d"rr-,e,, masih acla beberapakelem;rh'lt-t ya.g ada pada lembaga Kekuasaair Kehakirnan clararn ra^gka penegakarr-r

i:|.|"lj# 
keadilan bagi r'r"argu i"gu.o, r.t-urg menjadjk,n rembaga tersebut rnenjacri

k o.,r. en a n g,,,,,, 
", r":l;1i';ir;, ;: r ; :i ";:il I #[ 

" 
I tH ir# ; 

" 
ilT:iH:Ti(elral<i,-rar-r clari s.gi struktur kere,b agaancuarriara,va:

I ' N'{ahkar.al-r Agu.g clan Mahkar,al-r Ko,-,stit*si vang rri.va taka, s.bagai d ua remba:gatrlutcal< dalarn bidang Kekuasaan l(ehakirnarl1,ur.,f ,r"r.pakar-l pencerminan sis[en-rl<edattiatan htil<ut-t-l' clillil;ri beberap;r kaianga* *enjacli ticiak icreal, ]rar telsebtrtdidasarkarl pacla st^tktur kelemb,gaa* A,{;rjelis pernrusvarvar-iltan 
Rakvart (l\,frrrr)si-'bal'gai put-tc;-ik petlcerirtinan clarri sistcm i<eclaulatan rak,at yang diclariarlnva tereliri

;;::ilBffil)ert'au 
Pe*vakila. t{ak1'at (DpR) dar.r a,ggota Dertan pe*,akira*

23 
;;:tr#rxi 

Jimly Asshid iqie' Konstitusi dan Konstitusionalisme rndanesio,(Jakarta: sinar Grafika, 2010),
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2. Kebijakan satu atap yang dilakukar-r tidak diterapkan secara konsisteu dengan

adanva pen-rbentukan pengadilan khusus pajak yang ul.usall adminisLrasi'

finansial, serta peugangkatan dan pemberheutian hakimnya meniadi kewenangan

Departetnen Keuangan.2e

Beberapa kekurangan lembaga Kekuasaan Kehakiman dilihat dari segi kewenangal l

yang dimiliki, diantaranya:

1. Ker,t,enangan uutuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap uuD

1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan untuk

rnelakukan penguiian Peraturan perundang-undangan di baw'ah undang-r-rnclang

terhadap Undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung' Kewenangan

tersebut menitnbulkan persilangall ker,venangair antara dua len1baga Kekuasaan

Kehakiman. Menurut ]imIy, pembagian kewenangan clemikian sama sekali tidak

ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusanyang salingbertentangan

antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung'30

2. Menurut Jim1y, seperti dikutip oleh Ni'matul Huda, Mahkamah Agung dapat

dikatakar-r sebagai pelgaclilan keadilan (court o.i lnstice) seclangkan Mahkarnah

Konstitr-rsi dapat dianggap sebagai lembaga pengerdilan hukum (cotn't of lnut)'31

Walaupun demikian, ada keweneingan yang ticlal< sesuai dengan bidang peradilan

tersebut. sebagai contoh kewaiiban Mahkamair Konstitusi untuk memutus dan

rnembuktikan unsur kesalahan dan tanggr-rng jar,r,ab pidan;r Presiden clan atau

Wakil pr:esiden varlg menur"ut pendapzit DPR telah melerkukar-r pelanggaran hukurn

m enurut UU D l g45. Untuk bid ang peracl ilan hukurn ( c ottr t of i tt s ti c e),37 kew'enangan

tersebut menjadi ticlak ideal'

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka ader beberapa kesimpr-iiar] 1'ang dapat dipaparkan'

yaitu ainanclemel UUD 1945 secara khusus men]lrerikan clamperk perkembangar-r

terhadap T(ekuasaap Kehal<iraan lnclonesia. Perkt-:rnbatrg::t-i terscbut tet-j;rdi baik clarri

segi strul<tural maupurr tungsiorralnva. I).rr"i scgr strr:i<tura1 satrgirt jelars teriihat rlalam

pasal2.1 UUD 19.!5 yang menenttikan lerrbaga pemegang I(ekuasai-rn i(ei'rakin-ran tidal<

ira*ya clilakr-rkarr oleh lvlahl<anrali :\gurng, tetapi irrga olelr l'lahkan-,;:h Kor-rstilr-rsi' Selairr

itu clijelaskair tentarrg pernb;,rgiair lugirs .ian l<tt','cl^i;ilrqa]-] 1<etlr-t;l lenlb;'rga lersebr'rt

Seda*gkap se.ata fungsir-rrral, dairat clilihat r'lari aici:itrva ir-l;rgsi clatr l<eu'enal]gan

baru _vairg cljmiliki oleh ktejua lerrrt,'aga, bail< \'{alil<amat'r Agurrg ataupttn l\"lahkanra}r

I(onstitilsi -vang secat:a ielas tirlat< ada scl";chrnr'-lilal<r-rkanlrva anrandr:it-rclr'

,t t"*'i6 -*, Kebijakan penegakart Hukurn: Suctu Rekonendasi, (Jakarta: Komlsi Hukum l"lasional,2010),

hlm.145.
j0 .limly Asshiiiq ie, Konstitusi don Konsfrtustonalisme lndonesio, (Jakarta: Srnar Grafika, 2010), hlm 195'

3l Ni,matul Huda, Lemboga NeEara clalam Masal'ransisi Demokrasi, (Yogi,r31611r'Ull Pr-ess,2007), hlm 135'

32. tbid.
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Akhirnya, Kekuasaan Kehakiman akan menjadi lebih ideal manakala prinsip
kemandirian lembaga Kekuasaan Kehakiman benar-ben ar dijaga agar tidak ada
intervensi dari pihak di luar lembaga Kekuasaan Kehakiman. Mencari komposisi
yang lebih ideal untuk kewenangan lembaga Kekuasaan Kehakiman, seharusny a ada
pembagian kewenangan secara substantif. Maka, mestinya kewenangan melakukan
pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai lembaga penjaga Konstitusi.
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